KEPUTUSAN BUPAT] SUMEDANG >

Nomo_r : 420/Kep.16-Disdik/2009
Lampiran ¢ 1 (satu) berkas
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PROGRAM SUBSIDI GURU
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009

BUPATI SUMEDANG,

bahwa guru merupakan satu unsur tenaga kependidikan memiliki

peranan yang sangat strategis dan faktor kunci dalam
meningkatkan mutu pendidikan;

bahwa sebagai upaya peningkatan mutu guru perlu diimbangi
dengan kesejahteraan yang layak sehingga diharapkan dapat

meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara
- berkelanjutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, untuk memperlancar penyelenggaraan
program subsidi guru berupa tunjangan fungsional guru,
tunjangan kelebihan jam mengajar (KIM) maka perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komite

Program Subsidi Guru Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun
2009;

1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem
Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
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Undang-Undan
Pengel(g)]aanda: N I.S Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Tlnsslmmaw;h Keuangan Negars;

Undang-Undan
¢ g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan

Daerah sebagaimana :
Undang-Undan telah diubah beberapa kali terakhir dengan
g Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua A
Pt s ll’)“d"‘%;'Ul\dlnﬂ Nomor 32 Tahun 2004 tentung

U *
Kndans Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
euangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeruh.

ndan*Undang >
go o'V Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
sen;

*{’;::rm Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor. 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dusar:

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah  scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri

eraturan i ‘titan Nasional Nomor 7 Tahun 2007
renumg Om:nlipzn‘dl'fm Kerja Lembaga Penjamin Mutu
pendidikan;

Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2007
dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

sidikan Nasional Republik_ Indonesia
Menteri Pendidikh 5, 1 ovanan Minimal Bidang
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- nyelen Sumedang Nomor 3 Tahun 2005
8 30 P 8earaan Pendidikan d; Kabupaten Sumedang;
o aerah K :

: tentang Tatg Cara p abupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008
-. - Y0 enyusunan Produk Hukum Daerah;

g . eraturan Daerah K
P | tentang Urysan p abupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008

s emerintahan Kabupaten Sumedang;
. eraturan D
o tentang Pem‘:;r::lukl:zbgpme,! Sumedang Nomor 8 Tahun 2008
3 Sumedang; Tganisasi Perangkat Daerah Kabupaten
b N .

23.  Peraturan Daerah K :
tentang Anggaran abupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2009

Anggaran 2009; Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

24. Pel‘aturan
tentang pe?laemh Kabupaten Sumedang Nomor 39 Tahun 2009

jabaran An :
Tahun ABggntan 2000; ggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah

1 hatikan SR SEES . o
Memper urat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor

972/2341-Setdisdik tanggal : ! \
Profesi Pendidik; geal 9 Juni 2009 perihal Tunjangan

Pedoman Fungsional Guru Non PNS;

i = MEMUTUSKAN :

| Menetapkan

Membentuk Komite Program Subsidi Guru Tingkat Kabupaten
Sumedang Tahun 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Tugas Komite Program Subsidi Guru sebagaimana dimaksud diktum
KESATU yaitu memberikan saran, pendapat dan masukan kepada
Sekretariat Komite Program Subsidi Guru Tingkat Kabupaten
Sumedang agar dalam penyaluran subsidi untuk Guru Non PNS
berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Untuk membantu tugas Komite Program Subsidi Guru sebagaimana
dimaksud diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Komite Program
Subsidi Guru Tingkat Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

: imbul
Biaya yang tm Belanja Daerah Kabupaten Sumedang

kepada Anggaran Pendapatan
Tahun 2009.
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Ditetapkan & Sumedang
pada tanggal 14 Jasuari 2009

sth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barai
| vth. Ketua DPR.I? Kabupaten Sumedang; !
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PEME[})QINTAH PROVINSI JAWA BARAT
KEGIATAN PENINGINAS PENDIDIKAN
Jalnb e KATAN MUTU DAN PROFESIONALISME GURU
- Raliman No. 6 Telp. (022) 4241833 Fax. (022) 4241833
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

Bandung. 9 Juni 2009

L)73/234lAScldisdil\'
] (satu) sct (i Yth. Esg:gaDims Pendidikan
. anean Profesi fidik S )
runjangan Profesi Pendidik Kabupaten dangota
™ Se Jawa Barat

j3erkenaan c‘ih‘mli"’ pengelolaan dana subsidi guru khususnya pembayaran tunjangan
profcsi pendidik untuk mh‘“‘.ﬂ"ggnran 2009, ada beberapa hal p'crlu kami sampaikan :
Segera membentuk Komite dan Sekretariat Subsidi Guru sesuai dengan DIPA Nomor
(788.0/023-08.3/X11/2009 tanggal 31 Desember 2008;

Berdasarkan buku pedoman tunjangan profesi yang diterbitkan oleh Ditjen PMPTK
Depdiknas. pctjynlumn tunjangan profesi tidak melalui mitra kerja Dinas Pendidikan
Provinsi seperti tahun scbelumnya tetapi langsung oleh Bank BRI schagai Mitra KPPN
ditransfer ke rekening guru setelah terbit SPM dan SP2D; 3

Untuk kelancaran proses transfer, KPPN memerlukan data rinci sebagai berikut :

a. SPPP diajukan dan SPM diterbitkan per rekening Bank yang sama artinya guru dari

"

TK s.d. SM «Tiikclompokun berdasarkan Bank dimana guru membuka rekening.
dengan demikian 1 (satu) Bank | (satu) SPPP/SPM sehingga jika variasi rekening
tersebar di 10 (sepuluh) Bank maka Pengelola harus mengajukan 10 (scpuluh)
SPPP dan Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan 10 (sepuluh) SPM scrta KPPN
menerbitkan 10 (sepuluh) SP2D sctiap pencairan. Perlu diketahui pula bahwa
Keputusan Dirjen PMPTK tentang penctapan guru penerima tunjangan profesi
tidak memilah guru perjenjang dan tidak memilak rekening Bank. artinya dalam |
Ssatu) SKdimungKinkan terdapat guru TK s.d. SM dan dimungkinkan dalam 1
(satu) SK terdapat 10 (sepuluh) jenis rekening Bank:

Aplikasi komputer yang dipergunakan Departemen Keuangan membutuhkan data
guru penerima tunjangan dengan spesifikasi tertentu termasuk semua guru harus
mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). padahal data guru yang ada
tidak ada satu pun yang dilengkapi dengan NPWP. Untuk sementara. semua guru
kami bubuhi NPWP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, scbab jika Kolom
NPWP tidak diisi aplikasi komputer Departemen Keuangan tidak bisa berfungsi
schingea SPM tidak bisa diterbitkan. Oleh karena itu sejak sckarang scluruh guru
dan pl‘hguuus wajib memiliki NPWP dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat melalui Komite Subsidi Guru Dinas Pendidikan Kabupaten
dan Kota. Disamping membutuhkan NPWP. penuangun data nama guru pcncrffna
tidak boleh membubuhkan koma diatas (*) seperti Mui'll(' tapi harus Masud. jika
tidak dipenuhi aplikasi computer tidak bisa bcrfgqgsn; e s :
Agar dimaklum pula bahwa Keputusan Dirjen PMPTK menjadi - lampiran
pengajuan SPPP dan SPM yang disampaikan ke KPPN untuk penerbitan SP2D

dengan demikian seluruh data guru yang tertuang dalam S‘c'luruh Iamp‘fran harus
sama dengan SK Dirjen, jika ada perubahan data guru seperti _Jlll‘f'l|ilh'élln_].dll’1ga[n).dan
Nomor Rckening Bank harus ditetapkan dengan chu‘lusan -?t?d a Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Keputusan chal:_l Dinas lcr.sulul. men_)z_ldn
SPA| dan SP2D. jika tidak tunjangan profesi tidak bisa
a direkap seluruh data guru yang bcrubu}? dar'j
rovinsi Jawa Barat dengan surat resmi dari
Kota sebagai dasar bagi Provinsi untuk

lampiran untuk SPPP.
ditransfer. oleh karena itu seger
sampaikan kepada Dinas Pendidikan P
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan bt
menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan:
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isan Yth ;
1 PMPTK Depdiknas di Jakarta;
ila KPPN Bandung di Bandung,

Besaran tunjangap

Profesi
dengan PP Nomoy

Mmengae

, : tahup 2:55(;;“5”“8 harga Saluan gaji 1ahupn 2008 yang diatur
Daftar Isian Pelaksanag ukan pp Nomor 8 tahun 2009 sebab pada saat
mengacu pada harga satyg ﬂg@ran (D”'A) disusyp dan disahkan oleh DPR-RI
profesi mengacy b Pl’d?\J faj(' tahun 2008 schingga jika pembayaran tunjangan
Memperhatikan by terseby( pcr):r Ea‘hun‘ 2009, anggaran tidak akan mencukupi.
Dirjen PMPTK agar ; o cvaian jumi,

h tunjangan Yang salah dalam SK
ngacy 2 g sala
Untuk memudahkan vcri%kasip::l?ir Nomex 10 tahun 2008

{3 f di tingka ot
lampiran untuk peno- " NBXat provinsi dan enuangan ke dalam form
)‘;']‘f dilokika o " Penerbitan Spp g SP2D, ¥am; oot validasi data
serahkan pada saaq Rakor ; '[':S,i:an Kota 4gar menggunakan copy file yang kami
susunan guru: SIkmalaya dan tidak mengubah bentuk tabel serta urutan
Sampai tanggal § Junj 2009,

: data hasj| validasi
sampai kepada Ding Pandid: Rs). asi
Ellrl&npir)p f endidikan Provinsi Jawa Barat adalah 24 Kabupaten dan Kota

, : perlu waky, untuk i i i
jumlah tunjangan profesi dan nomor rekening g]aiiglge:]:ﬁkw [ e e e

aten g ‘ Surat resmi dari Dinas
oy At an Kota sebagy; bahan penerbitan sK Kepala Dinas

Pendidikan Proyins; tentang perybahan SK Dirjen PMPTK-

Kami memerlukan keuletan, ke :

A.n.Kepala Dinas Pendidikan
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